SALINAN

KEPALA DESA BANJARANYAR
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA BANJARANYAR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA
BANJARANYAR TAHUN 2020 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJARANYAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Paragraf 8 Penetapan dan
Perubahan RPJM Desa Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kepala Desa
menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa;

b. sehubungan dengan adanya penambahan masa jabatan
Kepala Desa menjadi 8 tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Desa Banjaranyar Tahun 2020 s/d
Tahun 2027.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Daerah Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 11 tahun
2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1012);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 12 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun
2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme
Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun
2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun
2016 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 24 Seri E);
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 56);
Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 05 Tahun 2018
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan



Menetapkan
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19.

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Banjaranyar Tahun 2018 Nomor 180/05);

Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Banjarayar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa
Banjaranyar Tahun 2025 Nomor 2);

Peraturan Kepala Desa Banjaranyar Nomor 2 Tahun 2025
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Banjarayar Tahun Anggaran 2025 (Berita
Desa Banjaranyar Tahun 2025 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARANYAR

Dan
KEPALA DESA BANJARANYAR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA
BANJARANYAR TAHUN 2020 S/D TAHUN 2027.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

10.

11.

Daerah adalah Daerah Banyumas.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Bupati adalah Bupati Banyumas.

Pemerintah  Daerah adalah Pemerintah  Daerah
Banyumas.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai
Perangkat Daerah Daerah Banyumas.

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai
wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Daerah
Banyumas.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.

Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat
Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan
kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga
Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana
Kewilayahan dan Pelaksanan Teknis.
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Badan permusyawaratan Desa adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan
nama lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai
dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah
desa dalam memberdayakan masyarakat.
Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki
Desameliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul dan adat istiadat Desa.

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul adalah hak
yang merupakan warisan yang masih hidup dan
prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai
dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan
efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena
perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang  diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa.

Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi
Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan
Peraturan Kepala Desa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan
kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa
dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara
partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan Desa.

Pembangunan  Partisipatif adalah suatu sistem
pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan
perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa
dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan,
dan kegotongroyongan guna mewujudkan
pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan
pengumpulan data mengenai keadaan obyektif
masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi
terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap
kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai
potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya
manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana
fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
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Penggalian gagasan masyarakat adalah kegiatan yang
dilakukan untuk menemukenali masalah yang dihadapi
Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya
Desa.

Musyawarah Dusun adalah wadah bersama antar pelaku
pembangunan di tingkat dusun untuk menggali masalah,
potensi dan memilih delegasi dusun ditingkat dusun.
Utusan atau perwakilan Dusun adalah orang yang dipilih
dan disepakati serta memiliki kapasitas untuk mewakili
semua unsur yang ada ditingkat dusun.

Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku
pembangunan ditingkat Desa untuk membahas hasil
musyawarah dusun ditingkat Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disebut RPJM Desa adalah adalah Rencana
Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8
(delapan) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut
RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa
yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu
1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa
kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme
perencanaan pembangunan Daerah.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan  kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta
memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan
kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat desa.

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber
daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan
Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB
Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa,
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagaian besar
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat desa.

Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa
barang bergerak dan barang tida bergerak.
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Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan
belanja daerah Daerah dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah
dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana
Alokasi Khusus.

Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai
karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi
sumber daya alam, sumberdaya manusia,
kelembagaan,prasarana dan sarana, serta
perkembangan kemajuan dan permasalahan yang
dihadap di desa.

Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang
diinginkan.

Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus
dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif
dan efisien.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

(1)
(2)

(3)

Pasal 2

Sosialisasi dan pembentukan Tim Penyusun Perubahan

RPJM Desa.

Penyelarasan arah kebijakan perencanaan

pembangunan Daerah.

Pengkajian keadaan Desa, yang dilakukan melalui

tahapan :

a. penggalian gagasan melalui Musyawarah Dusun;

b. pengelompokan masalah dan potensi Desa melalui
Lokakarya Desa; dan

c. pelaporan pengkajian keadaan Desa.

Pembahasan rencana pembangunan Desa melalui

musyawarah Desa.

Penyusunan rancangan RPJM Desa.

Pembahasan  Rancangan RPJM  Desa  melalui

musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Penetapan RPJM Desa.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 3

RPJM Desa Tahun 2020 s/d Tahun 2027 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :

Cover

Peraturan Desa Tentang RPJM Desa
Kata Pengantar

Daftar Isi

BABI : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan



1.3. Dasar Hukum
1.4. Pengertian
BABII : PROFIL DESA
2.1. Sejarah Desa
2.2. Kondisi Umum Desa
2.3. Susunan Organisasi Dan Tugas Pokok
Desa (SOTK)
2.4. dan Potensi dan Masalah
BAB III : VISI, MISI
1.1. Visi
1.2. Misi
1.3. Srategi Pembangunan Desa
1.4. Arah Kebijakan Keuangan Desa
1.5. Program Dan Kegiatan Indikatif
BAB IV : PENUTUP

Lampiran-Lampiran :
Pasal 4

Isi RPJM Desa Tahun 2020 s/d Tahun 2027 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan
satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.

Pasal 5

RPJM Desa Tahun 2020 s/d Tahun 2027 merupakan
landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan Desa.

Pasal 6

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan
akuntabel serta dipertanggungjawabkan dalam Forum
Musyawarah Desa.

Pasal 7

(1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal :

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial
yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, pemerintah Provinsi, dan/atau
pemerintah Daerah.

(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah
perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya
ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB IV
MEKANISME MUSYAWARAH DESA DAN PENGAMBILAN
KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Paragraf 1
Mekanisme Musyawarah



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 8

Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif,
demokratis, transparan dan akuntabel dengan
berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.

Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar
perihal hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas
dalam Musyawarah Desa;

b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah
Desa maupun tindaklanjut hasil keputusan
Musyawarah Desa;

c. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur
masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah
Desa;

d. mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam
menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan
atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal
yang bersifat strategis selama berlangsungnya
Musyawarah Desa;

e. menerima pengayoman dan perlindungan dari

gangguan, ancaman dan tekanan selama
berlangsungnya Musyawarah Desa.
Kewajiban masyarakat dalam peyelenggaraan

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :

a. mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam
penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah
Desa;

b. mempersiapkan diri untuk berdaya = dalam
menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan
berkaitan hal-hal yang bersifat strategis;

c. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan
Musyawarah Desa secara partisipatif, demokratis,
transparan dan akuntabel;

d. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman,
dan tenteram selama proses berlangsungnya
Musyawarah Desa;

e. melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan,
permufakatan proses kekeluargaan, dan kegotong-
royongan dalam pengambilan keputusan perihal
kebijakan publik.

Paragraf 2
Pengambilan Keputusan

Pasal 9

Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada
dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat.

Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan
diambil berdasarkan suara terbanyak.

Mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam



Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Badan
Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan salah seorang
perwakilan peserta Musyawarah Desa.

(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilampiri catatan tetap dan laporan singkat.

(6) Apabila Ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan
sebagai pimpinan Musyawarah Desa Berita Acara
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh
pimpinan Musyawarah Desa.

(7) Apabila Kepala Desa berhalangan hadir dalam
Musyawarah Desa, Berita Acara sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditandatangani oleh yang mewakili Kepala
Desa yang ditunjuk secara tertulis oleh Kepala Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih
lanjut oleh Kepala Desa melalui Peraturan Kepala Desa.
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja
Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di : Banjaranyar
Pada tanggal : 17 November 2025
KEPALA DESA BANJARANYAR

Ttd.

KARSENO

Diundangkan di Desa Banjaranyar
pada tanggal 17 November 2025
SEKRETARIS DESA BANJARANYAR
Ttd.

SUKIRSO

LEMBARAN DESA BANJARANYAR TAHUN 2025 NOMOR 3




DATA VISI DAN MISI DESA
TAHUN 2020 S.D 2027

NAMA DESA :  PEMERINTAH DESA BANJARANYAR
KECAMATAN :  KECAMATAN SOKARAJA
KAB/KOTA :  PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
visli Misli TUJUAN SASARAN
Terwujudnya Desa Banjaranyar yang Maju, Mandiri dan 01 Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparat pemerintah desa 01 Terwujudnya kegiatan pemerintahan desa yang tertib dan 01 Tersedianya aparatur desa yang siap melayani masyarakat
Sejahtera Lahir dan Bathin. yang berkualitas, profesional dan pelayanan prima lancar
02 Tersedianya kelembagaan di tingkat desa yang cakap dan
handal sesuai kebutuhan
03 Tersedianya layanan kepada masyarakat desa yang
memuaskan
02 Terwujudnya sarana dan prasarana desa yang 01 Tersedianya gedung penunjang pelayanan masyarakat
mendukung pelayanan masyarakat desa
03 Terwujudnya tata kelola administrasi desa yang baik dan 01 Profesionalisme Aparatur Pemerintah Desa dalam melayani
benar masyarakat
04 Terwujudnya tata perencanaan, pelaksanaan dan 01 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Desa
pertanggungjawaban desa yang baik
05 Terwujudnya tata kelola pertanahan di desa dengan baik
dan benar
02 Meningkatkan pembangunan infrastruktur, khususnya : 01 Tersedianya prasarana pendukung untuk mendukung
Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan kegiatan ekonomi desa
perekonomian masyarakat.
Sarana dan prasarana dasar dalam upaya meningkatkan
02 Tersedianya sarana prasarana dasar guna peningkatan
kualitas hidup masyarakat desa
03 Mengembangkan Potensi desa, baik sumber daya alam
maupun sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan
ekonomi masyarakat.

Printed by Siskeudes Halaman 1



DATA VISI DAN MISI DESA
TAHUN 2020 S.D 2027

NAMA DESA :  PEMERINTAH DESA BANJARANYAR
KECAMATAN :  KECAMATAN SOKARAJA
KAB/KOTA :  PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
visli Misli TUJUAN SASARAN
04 Meningkatkan peran serta pemuda dalam pengembangan
potensi desa khususnya olah raga dan ekonomi kreatif
05 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui partispasi
aktif dalam pembangunan maupun kegiatan ekonomi
produktif
06 Meningkatkan keamanan dan ketertiban
07 Meningkatkan kembali nilai nilai gotong royong dalam
bermasyarakat

Kepala Desa Banjaranyar

Ttd.

Karseno
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DATA RPJM DESA

TAHUN 2020 S.D 2027

DESA PEMERINTAH DESA BANJARANYAR
KECAMATAN KECAMATAN SOKARAJA
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI :  PROVINSI JAWA TENGAH
BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN LOKASI WAKTU PELAKSANAAN PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA POLA PELAKSANAAN
PERKIRAAN SASARAN /
NO (RT/RW THN | THN | THN | THN | THN | THN] THN | THN JUMLAH sWA | KERJA | PIHAK
BIDANG / SUB BIDANG JENIS KEGIATAN VOLUME MANFAAT SUMBER
DUSUN) 1 2 3 4 5 6 7 8 ( RUPIAH) KELOLA | SAMA | KETIGA
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 | 11 12 13 14 15 16 17 18
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Penyelenggaran Belanja Siltap, | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Desa 17 Keg. Peningkatan v v v v v v v v 538.898.648,00 | ADD, PAD, v
Tunjangan dan Operasional Tunjangan Kepala Desa Banjaranyar Kinerja Kepala PBH
Pemerintahan Desa Desa
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Desa 19 Keg. Peningkatan v v v v v v v v 3.114.530.510,00 | ADD, PAD, v
Tunjangan Perangkat Desa Banjaranyar Kinerja PBH
Perangkat
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa 8 Keg. Peningkatan v v v v v v v v 237.539.160,00 ADD v
Desa dan Perangkat Desa Banjaranyar Kesejahteraan
Aparatur
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Desa 39 Keg Kegiatan v v v v v v v v 874.125.956,00 | ADD, DLL, v
(ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) Banjaranyar Operasioanal PAD, PBH
Pemerintah
Penyediaan Tunjangan BPD Desa 10 Keg. Peningkatan v v v v v v v v 297.000.000,00 | ADD, PBH v
Banjaranyar Kinerja Anggota
BPD
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Desa 18 Keg. Peningkatan v v WV v v v |v 110.877.556,00 | ADD, PAD, v
Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dIl) Banjaranyar Lembaga BPD PBH
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Desa 14 Keg. Lembaga V4 v v v v 306.440.000,00 | ADD, PBH v
Banjaranyar RT/RW
Operasional Pemerintah Desa yang Desa 2 Paket Optimalisasi v v v v v 72.195.000,00 | DDS v
bersumber dari Dana Desa Banjaranyar Kinerja
Lembaga
Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Desa 7 Keg. Peningkatan v v v v v v v v 2.348.073.000,00 | PAD v
Perangkat Desa Banjaranyar Kesejahteraan
Aparatur
Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan | Desa 7 Keg. Mantan Kades v v v v v v v v 102.322.000,00 | PAD v
Perangkat Desa Banjaranyar dan Katdes
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WAKTU PELAKSANAAN PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA POLA PELAKSANAAN
BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN LOKASI PERKIRAAN SASARAN /
NO (RT/RW THN | THN | THN | THN | THN | THN| THN | THN JUMLAH SWA | KERJA | PIHAK
VOLUME MANFAAT SUMBER
BIDANG / SUB BIDANG JENIS KEGIATAN DUSUN) p 2 3 4 5 6 7 8 (RUPIAH ) KeLoLa | sama | keTiGA
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 | 11 12 | 13 14 15 16 17 18
Penyediaan Sarana Prasarana | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 6 Keg. Pelayanan v v v v v v v v 19.846.900,00 | DDS, PAD v
Pemerintahan Desa Desa Banjaranyar Masyarakat
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Desa 14 Unit Masyarakat v v v v v v v |v 117.897.350,00 | ADD, DDS, v
Gedung/Prasarana Kantor Desa **) Banjaranyar PAD, PBH
Pengelolaan Administrasi Pelayanan Administrasi Umum dan Desa 6 Keg. Tertib v v v 14.325.000,00 | DDS v
Kependudukan, Pencatatan Sipil} Kependudukan Banjaranyar Administrasi
Statistik dan Kearsipan Umum dan
Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran | Desa 10 Keg. Pemerintah v v v v v v v 247.132.600,00 | ADD, DDS v
Profil Desa **) Banjaranyar Desa dan
Masyarakat
Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Desa 6 Keg. Administrasi v v v 12.480.000,00 | DDS v
Pemerintahan Desa Banjaranyar Desa
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Desa 8 Keg. Pendataan vilv v Iv v v v 68.398.145,00 | DDS v
secara Partisipatif Banjaranyar Warga Miskin
Penyelenggaraan Tata Praja Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan | Desa 7 Kegiat: | Perencanaan v v v v v v v v 33.870.000,00 | DDS v
Pemerintahan, Perencanaan, Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) Banjaranyar Partisipatif
Keuangan dan Pelaporan
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya | Desa 7 Keg. Perencanaan v v v v v v v v 37.810.000,00 DDS v
(Musdus, rembug desa Non Reguler) Banjaranyar Strategis
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Desa 7 Kegiat: | Perencanaan v v v v v v v v 35.240.000,00 | DDS v
(RPJMDesa/RKPDesa dll) Banjaranyar Desa
Pengembangan Sistem Informasi Desa Desa 7 Paket | Lembaga dan vilv v Iv v v v v 458.765.000,00 | DDS v
Banjaranyar Masyarakat
Desa
Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Desa 6 Paket | Pemerintah v v v v |v 21.691.050,00 | PBH v
Pemerintahan & Pembangunan Desa Banjaranyar Desa
Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Desa 2 Keg Terpilihnya v 150.000.000,00 | PAD, PBK v
Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD Banjaranyar Kepala Desa
Banjaranyar
Sub Bidang Pertanahan Sertifikasi Tanah Kas Desa Desa 2 Keg Tanah Milik v v 11.500.000,00 | ADD v
Banjaranyar Desa
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WAKTU PELAKSANAAN PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA POLA PELAKSANAAN
BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN LOKASI PERKIRAAN SASARAN /
RT/RW SWA KERJA | PIHAK
NO ( VOLUME MANFAAT THN | THN | THN | THN | THN | THN| THN | THN JUMLAH SUMBER
BIDANG / SUB BIDANG JENIS KEGIATAN DUSUN) p 2 3 4 5 6 7 8 (RUPIAH ) KeLoLa | sama | keTiGA
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 | 11 12 13 14 15 16 17 18
Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan Desa 9 Keg. Intensifikasi v v v v v v v v 110.471.344,00 | PAD, PBH v
(PBB) Banjaranyar PBB
Operasional Intensifikasi PBB Desa 7 Keg. Intensifikasi v v v v a2 v |v 96.460.000,00 | PBH v
Banjaranyar PBB
Lelang Tanah Kas Desa Desa 14 Keg Tersedianya v v v v v v v v 40.835.000,00 | ADD, PAD, v
Banjaranyar Lahan untuk PBH
Petani
JUMLAH PER BIDANG 9.478.724.219,00
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang Pendidikan Penyelenggaran Desa 7 Keg. Operasional v v v v v v v v 580.082.000,00 | DDS v
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Banjaranyar PAUD dan TK.
NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dIl) Pertiwi
Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Desa 5 Keg. Pendidikan v v v v v v 36.600.000,00 | DDS v
Sarana PAUD dst) Banjaranyar anak sejak dini
Pemeliharaan Sarana Prasarana Desa 4 Keg. Minat baca v v v v v v 14.625.000,00 | DDS v
Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Banjaranyar masyarakat
Belajar Milik Desa
Pemeliharaan Sarana Prasarana Desa 7 Keg. Perbaikan Atap | v v v v v v v 114.000.000,00 | DDS v
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Banjaranyar TK. Pertiwi
Nonformal Milik Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pen | Desa 8 Keg. PAUD dan TK. v v v |v 70.000.000,00 | DDS v
gadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Banjaranyar Pertiwi yang
PAUD/ TKITPA/ITKA/TPQ/ memadai
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa Desa 5 Keg. Honor v v v v v v v v 12.290.000,00 | DDS v
(Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) Banjaranyar Pustakawan
Sub Bidang Kesehatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa 8 Keg. Operasional v v v v v v v v 281.776.000,00 | DDS v
Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, | Banjaranyar PKD dan Kader
dsb) Kesehatan
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Desa 20 Keg. Posyandu dan v v v v v v v v 680.315.000,00 | DDS v
Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Banjaranyar PMT
Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanaman Desa 1 Kegiat: | Pemanfatan WV a2 v v 7.250.000,00 | DDS v
Obat Keluarga Banjaranyar Obat Keluarga
pada
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WAKTU PELAKSANAAN PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA POLA PELAKSANAAN
BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN LOKASI PERKIRAAN SASARAN /
NO (RT/RW THN | THN | THN | THN | THN | THN| THN | THN JUMLAH SWA | KERJA | PIHAK
VOLUME MANFAAT SUMBER
BIDANG / SUB BIDANG JENIS KEGIATAN DUSUN) p 2 3 4 5 6 7 8 (RUPIAH ) KeLoLa | sama | keTiGA
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 | 11 12 13 14 15 16 17 18
Sub Bidang Pekerjaan Umum Pemeliharaan Jalan Desa Desa 7 Keg. Perbaikan v v v v v v 152.685.000,00 | DDS v
dan Penataan Ruang Banjaranyar Aspal Jalan
Desa
Pemeliharaan Embung Milik Desa RW. 08 2 Paket | Petani dan vilv v Iv v v v v 40.000.000,00 | DDS v
Masyarakat
Desa
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pen | Desa 2.502 Keg. Sarana v v v v v v 1.436.320.000,00 | DDS, PBK, v
gerasan Jalan Desa **) Banjaranyar prasarana jalan PBP
desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pen | Desa 1.014 Keg Sarana vy v v v v v v 1.771.436.000,00 | DDS, PBK v
gerasan Jalan Lingkungan Banjaranyar Prasarana
Permukiman **) Jalan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pen | Lahan Sawah 1.357 Keg. Pembangunan v v v v v v 1.436.739.000,00 | DDS, PBK, v v
gerasan Jalan Usaha Tani **) Jalan Usaha PBP
Tani
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Desa 205 Keg. Masyarakat v v v v v v 1.100.000.000,00 | DDS, PBK, v v
Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) Banjaranyar Desa PBP
Banjaranyar
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Desa 444 M3 Masyarakat a2 v v 390.000.000,00 | DDS, PBK v
Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa** Banjaranyar Desa
Banjaranyar
Sub Bidang Kawasan Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa | Desa 5 Keg. Sumber air v v v v v v 20.000.000,00 | DDS v
Pemukiman (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dIl) Banjaranyar bersih
Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Desa 4 Keg. Air bersih v v v v v v 14.000.000,00 | DDS v
Rumah Tangga (Pipanisasi dll) Banjaranyar rumah tangga
Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah | Desa 7 Keg Pengelolaan vilv v Iv v v v v 201.650.000,00 | DDS v
Desa (Penampungan, Banjaranyar Sampah
Bank Sampah, dll)
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Desa 1 Keg Masyarakat 40.475.000,00 | DDS v
Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **) | Banjaranyar Pengguna Air
Bersih
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Desa 100 M Lingkungan v v v v v 10.000.000,00 DDS v
Sanitasi Permukiman **) Banjaranyar Bersih dan
Sehat
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Desa 2 Unit Pembangunan v v v 317.424.500,00 | DDS v
Fasilitas Pengelolaan Sampah **) Banjaranyar Fasilitas
Pengolahan
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BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA POLA PELAKSANAAN
LOKASI PERKIRAAN | SASARAN/
(RT/RW
NO BIDANG / SUB BIDANG JENIS KEGIATAN VOLUME MANFAAT THN | THN | THN | THN | THN | THN| THN | THN JUMLAH SUMBER SWA KERJA | PIHAK
DUSUN) 1 2 3 4 5 6 7 8 ( RUPIAH ) KELOLA | SAMA | KETIGA
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 | 11 12 13 14 15 16 17 18
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Komplek 3 Keg. Masyarakat v v v v v v 131.394.850,00 | DDS v
Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **) Lapangan Olah
Raga
Pembangunan/Rehabilitasi dan peningkatan Desa 5 KK Kesehatan v v v v v 10.860.000,00 | DDS v
fasilitas Jambanisasi untuk Keluarga Miskin Banjaranyar Keluarga Miskin
Penyediaan Kendaraan Pengangkut Desa 1 Keg. Masyarakat v v a2 v |v 0,00 | ADD, DDS v
Sampah, Gerobak Sampah, Tong Sampah, Banjaranyar
Mesin Pengolah Sampah
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Desa 48 Titik Kelancaran v v v v v 389.320.000,00 | DDS, PBP v
Jaringan Listrik/ Penerangan Desa Banjaranyar Mobilitas
Masyarakat
Sub Bidang Perhubungan, Penyelenggaraan Informasi Publik Desa Desa 8 Keg. Pembuatan v v v v v v v v 37.504.000,00 | DDS v
Komunikasi dan Informatika (Poster, Baliho DII) Banjaranyar Poster dan
Baner APBDes
Pembuatan dan Pengelolaan Desa 8 Keg. Pengembangan | v v v v v v v 154.820.000,00 | DDS v
Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Banjaranyar Jaringan
Lokal Desa Internet Desa
Sub Bidang Pariwisata Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Desa 6 Keg Wisata Siton v v v v v v v v 122.000.000,00 | DDS v
Pariwisata Milik Desa Banjaranyar
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Desa 270 Meter Peningkatan v v v v v v v v 36.000.000,00 DDS v
Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) Banjaranyar PAD
(Blok Wareng)
Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa Desa 7 Paket Masyarakat v v v v v v v v 314.799.500,00 | DDS v
Banjaranyar
JUMLAH PER BIDANG 9.924.365.850,00
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Sub Bidang Ketenteraman, Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan | Desa 5 Paket Masyarakat v v v v v v 60.650.000,00 | DDS v
Ketertiban Umum dan Desa Banjaranyar Desa
Perlindungan Masyarakat Banjaranyar
Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga | Desa 1 Kegiat: | Lembaga v v v v |v 4.728.500,00 | DDS v
Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes Banjaranyar Linmas
Koordinasi Pembinaan Keamanan, Desa 4 Keg. Kamtibmas v v v v v v v v 3.300.000,00 | DDS v
Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Banjaranyar
Lokal Desa
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BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA POLA PELAKSANAAN
LOKASI PERKIRAAN | SASARAN/
(RT/RW
NO BIDANG / SUB BIDANG JENIS KEGIATAN VOLUME MANFAAT THN | THN | THN | THN | THN | THN| THN | THN JUMLAH SUMBER SWA KERJA | PIHAK
DUSUN) 1 2 3 4 5 6 7 8 ( RUPIAH ) KELOLA | SAMA | KETIGA
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 | 11 12 13 14 15 16 17 18
Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana | Desa 4 Paket Masyarakat v v v v v v 15.000.000,00 | DDS v
Skala Lokal Desa Banjaranyar Desa
Banjaranyar
Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Desa 2 Keg Aparatur v a2 v |v 32.086.500,00 | DDS, PBH v
Masy. di Bid. Hukum & Banjaranyar Pemerintah
Pelindungan Masy. Desa
Sub Bidang Kebudayaan dan Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kecamatan 9 Keg. Festival Bedug v v v v v v v v 59.510.000,00 | DDS, PBH v
Keagamaan Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) Sokaraja
Penyelenggaran Festival Kesenian, Desa 13 Keg HUTRI dan vy v v v v v v 210.899.200,00 | ADD, DDS, v
Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Banjaranyar PHBI PAD
Raya Keagamaan dll)
Sub Bidang Kepemudaan dan Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Desa 5 Keg. Pemuda v v v v v v v v 24.500.000,00 | DDS v
Olahraga Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Banjaranyar Pemudi
Kec/Kab/Kota
Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Desa 6 Keg. Pemudai v v a2 v v 25.600.000,00 | DDS v
Tingkat Desa Banjaranyar Pemudi
Penyelenggaraan Festival/Lomba Desa 5 Keg. Masyarakat v v v v v v 54.925.000,00 | DDS v
Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa Banjaranyar (Pemuda)
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Desa 6 Keg. Lapangan Olah v v v v v v 39.000.000,00 | DDS v
Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa Banjaranyar Raga
"Brawijaya"
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Lapangan 12 Keg. Masyarakat v v v v v v v v 1.588.030.560,00 | DDS, DLL v
Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Brawijaya Desa
Olahraga Milik Desa Banjaranyar
Pembinaan Karangtaruna/Klub Desa 6 Keg. Pemuda v v v v v v v v 15.000.000,00 | DDS v
Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa Banjaranyar Pemudi
Sub Bidang Kelembagaan Pembinaan PKK Desa 18 Keg. Lembaga PKK v v v v v v 9.800.000,00 | DDS v
Masyarakat Banjaranyar
Pelatihan Pembinaan Lembaga Desa 7 Keg Lembaga PKK v v v v v v 66.480.000,00 | DDS v
Kemasyarakatan Banjaranyar
Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Desa 7 Paket | KPMD v v v v v v v v 35.000.000,00 | PBP v
Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Banjaranyar
Masyarakat
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WAKTU PELAKSANAAN PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA POLA PELAKSANAAN
BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN LOKASI PERKIRAAN SASARAN /
NO (RT/RW THN | THN | THN | THN | THN | THN| THN | THN JUMLAH SWA | KERJA | PIHAK
VOLUME MANFAAT SUMBER
BIDANG / SUB BIDANG JENIS KEGIATAN DUSUN ) 1 2 3 4 5 6 7 8 (RUPIAH ) KELOLA | samA | KETIGA
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 | 11 12 13 14 15 16 17 18
JUMLAH PER BIDANG 2.244.509.760,00
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sub Bidang Pertanian dan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Desa 7 Keg. Pelatihan v v v v v v 83.580.000,00 | DDS v
Peternakan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) Banjaranyar SLPTT
Peningkatan Produksi Peternakan (alat Desa 4 Keg Kelompok Tani | v v v 14.000.000,00 | DDS v
produksi/pengelolaan/kandang) Banjaranyar Ternak
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa | Desa 2 Keg Petani padi v v a2 v v 10.000.000,00 | DDS v
(Lumbung Desa dll) Banjaranyar
Pemeliharaan Saluran Irigasi Desa 3 Keg. Pengairan v v a2 v v 115.000.000,00 | DDS v
Tersier/Sederhana Banjaranyar pertanian padi
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Desa 2 Keg. Peningkatan v v v v v 23.150.000,00 | DDS v
Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan Banjaranyar SDM Petani
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Desa 4 Keg. Peningkatan v v v 20.000.000,00 | DDS v
Balai Pertemuan Kelompok Tani Banjaranyar SDM Petani
Pembangunan/Peningkatan Irigasi Tersier Desa 2 Kegiat: | Miningkatkan v v a2 v v 102.389.600,00 | DDS v
Banjaranyar Hasil Produksi
Para Pertani
Sub Bidang Peningkatan Peningkatan Kapasitas BPD Desa 1 Keg. Meningkatnya v v v v v v v v 11.080.000,00 | DDS v v v
Kapasitas Aparatur Desa Banjaranyar Kapasitas
Ketua dan
Sub Bidang Pemberdayaan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Desa 8 Keg Kader TP-PKK v v v v v v v v 297.879.500,00 | DDS v
Perempuan, Perlindungan Anak | Perempuan Banjaranyar Desa
dan Keluarga Banjaranyar
Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Desa 7 Keg. Anak dan v v v v v v 45.355.000,00 | DDS v
Anak Banjaranyar Orang Tua
Sub Bidang Koperasi, Usaha Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa 1 Kegiat: | UMKM dan v v v v v 60.000.000,00 | DDS v
Micro Kecil dan Menengah Desa Banjaranyar Masyarakat
(UMKM) Seni Budaya
Sub Bidang Perdagangan dan Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik | Desa 1 Keg. Masyarakat v v 4.350.000,00 | DDS v
Perindustrian Desa Banjaranyar
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BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA POLA PELAKSANAAN
LOKASI PERKIRAAN | SASARAN /
(RT/RW
NO BIDANG / SUB BIDANG JENIS KEGIATAN VOLUME MANFAAT THN | THN | THN | THN | THN | THN| THN | THN JUMLAH SUMBER SWA KERJA | PIHAK
DUSUN ) 1 2 3 4 5 6 7 8 ( RUPIAH ) KELOLA | SAMA | KETIGA
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 | 11 12 13 14 15 16 17 18
Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampi | Desa 2 Keg Masyarakat v v v v v v v v 8.280.000,00 | DDS v
ngan kelompok usaha ekonomi produktif Banjaranyar Kampung KB
JUMLAH PER BIDANG 795.064.100,00
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK
Sub Bidang Penanggulangan Kegiatan Penanggulanan Bencana Desa 7 Keg. Warga v v v v v v v v 13.720.077,00 | DDS, DLL v
Bencana Banjaranyar Masyarakat
Tanggap
Sub Bidang Keadaan Darurat Penanganan Keadaan Darurat Desa 7 Paket | Penanganan v v v v v v v v 214.600.000,00 | DDS, DLL v
Banjaranyar Darurat
Sub Bidang Keadaan Mendesak | Penanganan Keadaan Mendesak Desa 208 Kali KK Miskin v v v v v v v v 1.565.681.480,00 | DDS v
Banjaranyar Terdampak
COVID-19
JUMLAH PER BIDANG 1.794.001.557,00

JUMLAH TOTAL

24.236.665.486,00

Kepala Desa Banjaranyar

Ttd.

Karseno
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